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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah karena jual beli melalui 

perikatan jual beli di Kabupaten Sleman, telah memberikan kepastian 

hukum kepada empat orang responden pembeli tanah (dengan persentase 

80%) karena para responden tersebut telah memenuhi syarat-syarat dalam 

persyaratan pendaftaran peralihan dan telah memperoleh sertipikat hak 

milik atas nama mereka, sementara satu orang responden pembeli (dengan 

persentase 20%) pembeli belum memperoleh sertipikat hak milik karena 

belum memenuhi persyaratan pendaftaran peralihan hak milik karena 

perikatan jual beli salah satunya yaitu diharuskan membayar biaya peroleh 

BPHTB. Dalam pelaksanaan peralihan hak milik atas tanah telah terlaksana 

dan berjalan sesuai dengan amanat ketentuan Undang-Undang 

B. Saran 
 

1. Adanya sosialisasi atau pembinaan dari instansi terkait seperti dari Kantor 

Pertanahan Kabupaten Sleman untuk menjelaskan pentingnya melakukan 

peralihan hak milik atas tanah yang dibuat secara resmi melalui PPAT agar 

menjamin kepastian hukum. 

2. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman perlu mempertimbangkan 

dalam hal penyederhanaan proses administrasi, hal ini bertujuan untuk 

mempermudah masyarakat khusunya masyarakat yang telah berusia lanjut 



62  

dan kewajibannya, selain itu Notaris/PPAT juga perlu memastikan bahwa 

dokumen yang digunakan dalam perikatan jual beli telah sesuai dengan 

syarat dan ketentuan yang berlaku. 

 
yang kurang memahami teknologi dan proses birokrasi pertanahan dalam 

melakukan proses jual beli tanah. 

3. Notaris/PPAT dihimbau untuk lebih aktif dalam memberikan pemahan 

kepada masyarakat dengan bersinergi bersama pihak Kantor Pertanahan 

agar pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli tanah paham mengenai hak 
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